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[bookmark: _Toc184658811]A. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan
	Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa manfaat standar akuntansi pemerintahan:
1. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. 
4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. 
5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.


[bookmark: _Toc184658812]B. Badan Penyusun Standar Akuntansi
	Standar akuntansi yang baik harus disusun oleh badan penyusun standar akuntansi yang independen. Di Indonesia badan penyusun standar akuntansi untuk sektor bisnis dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun IAI juga mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba. Produk IAI antara lain berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IPSAK), dan Buletin Teknis. Sedangkan standar akuntansi pemerintahan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan presiden. Produk KSAP antara lain berupa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi PSAP, dan Buletin Teknis.
	Standar akuntansi internasional untuk sektor bisnis dikeluarkan oleh International Accounting Standard Borad (IASB) dalam bentuk International Financial Reporting Standard (IFRS). Sedangkan standar internasional akuntansi sektor publik dikeluarkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) yang berada di bawah naungan International Federation of Accountants (IFAC). IPSASB menerbitkan standar akuntansi dalam bentuk International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan publikasi lainnya seperti interpretasi standar, dan buletin teknis. Di Amerika Serikat, standar akuntansi pemerintah untuk pemerintah daerah dikeluarkan oleh Governmental Accounting Standards Board (GASB) sedangkan untuk pemerintah federal dikeluarkan oleh The Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB).


[bookmark: _Toc184658813]C. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik
[bookmark: _GoBack]	Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat standar internasional akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh IFAC –– khususnya International Public Sector Accounting Standards Board –– dalam bentuk International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Sebagian besar IPSAS dikembangkan dengan mengadopsi International Accounting Standards (IAS). Berikut adalah standar internasional akuntansi sektor publik yang sudah dikeluarkan antara lain:
· IPSAS 1: Presentation of Financial Statements 
· IPSAS 2: Cash Flow Statements 
· IPSAS 3: Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in
 Accounting Policies 
· IPSAS 4: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
· IPSAS 5: Borrowing Costs 
· IPSAS 6: Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities 
· IPSAS 7: Accounting for Investments in Associates 
· IPSAS 8: Financial Reporting of Interests in Joint Ventures 
· IPSAS 9: Revenue from Exchange Transactions
· IPSAS 10: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
· IPSAS 11: Construction Contracts 
· IPSAS 12: Inventories 
· IPSAS 13: Leases: International Public Sector Accounting Standard 
· IPSAS 14: Events after the Reporting Date 
· IPSAS 15: Financial Instruments: Disclosure and Presentation 
· IPSAS 16: Investment Property 
· IPSAS 17: Property, Plant and Equipment 
· IPSAS 18: Segment Reporting 
· IPSAS 19: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
· IPSAS 20: Related Party Disclosures 
· IPSAS 21: Impairment of Non-Cash Generating Assets 
· IPSAS 22: Disclosure of Financial Information about the General Government Sector 
· IPSAS 23: Revenue from Non-Exchange Transaction (Taxes and Transfers) 
· IPSAS 24: Presentation of Budget Information in Financial Statement 
· IPSAS 25: Employee Benefits 
· IPSAS 26: Impairment of Cash-Generating Assets 
· IPSAS 27: Agriculture.
· IPSAS 28: Financial Instruments: Presentation 
· IPSAS 29: Financial Instruments: Recognition and Measurement 
· PSAS 30: Financial Instruments: Disclosures 
· IPSAS 31: Intangible Assets
· ------------ Financial Reporting under Cash Basis of Accounting


[bookmark: _Toc184658814]D. Standar Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
	Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia terdapat dua produk perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pengganti dari peraturan standar akuntansi lama dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual (cash towards accrual) sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh (full accrual).


[bookmark: _Toc184658815]E. SAP Kas Menuju Akrual - PP No. 24 Tahun 2005
	Publikasi standar akuntansi pemerintah yang dikeluarkan oleh KSAP dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2005, antara lain:
· Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 
· PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan 
· PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran 
· PSAP 03: Laporan Arus Kas 
· PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan 
· PSAP 05: Akuntansi Persediaan 
· PSAP 06: Akuntansi Investasi 
· PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap 
· PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 
· PSAP 09: Akuntansi Kewajiban 
· PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 
· PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian 
· Buletin Teknis 01: tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat 
· Buletin Teknis 02: tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah 
· Buletin Teknis 03: tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi 
· Buletin Teknis 04: tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah 
· Buletin Teknis 05: tentang Akuntansi Penyusutan 
· Buletin Teknis 06: tentang Akuntansi Piutang 
· Buletin Teknis 07: tentang Akuntansi Dana Bergulir 
· Buletin Teknis 08: tentang Akuntansi Utang 
· Buletin Teknis 09: tentang Akuntansi Aset Tetap

[bookmark: _Toc184658816]F. SAP Akrual - PP No. 71 Tahun 2010
	Publikasi standar akuntansi pemerintah yang dikeluarkan oleh KSAP dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, antara lain:
· Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 
· PSAP Nomor 01: tentang Penyajian Laporan Keuangan;
· PSAP Nomor 02: tentang Laporan Realisasi Anggaran;
· PSAP Nomor 03: tentang Laporan Arus Kas; 
· PSAP Nomor 04: tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 
· PSAP Nomor 05: tentang Akuntansi Persediaan; 
· PSAP Nomor 06: tentang Akuntansi Investasi; 
· PSAP Nomor 07: tentang Akuntansi Aset Tetap; 
· PSAP Nomor 08: tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
· PSAP Nomor 09: tentang Akuntansi Kewajiban;
· PSAP Nomor 10: tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa 
Luar Biasa; 
· PSAP Nomor 11: tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 
· PSAP Nomor 12: tentang Laporan Operasional.


[bookmark: _Toc184658817]G. Isi Pokok Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar akuntansi mengatur tentang hal-hal berikut ini: 
· Definisi suatu akun 
· Pengakuan suatu transaksi atau akun (recognition) 
· Pengukuran suatu transaksi atas akun tertentu (measurement) 
· Penilaian suatu akun untuk dilaporkan dalam laporan keuangan (valuation) 
· Pelaporan dan pengungkapan (reporting & disclosure)

1. PSAP No.01 – Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan Pernyataan SAP No.01 adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. Basis Akuntansi
	Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan
	Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
c. Komponen Laporan Keuangan
	Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Seluruh komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1) Laporan Realisasi Anggaran; 
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
3) Neraca; 
4) Laporan Operasional; 
5) Laporan Arus Kas; 
6) Laporan Perubahan Ekuitas; 
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

2. PSAP No.02 – Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
	Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Manfaat informasi Realisasi Anggaran
	Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
b. Isi Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LRA; 
2) Belanja; 
3) Transfer; 
4) Surplus/defisit-LRA;
5) Penerimaan pembiayaan; 
6) Pengeluaran pembiayaan; 
7) Pembiayaan neto; dan 
8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).



3. PSAP No.03 – Laporan Arus Kas
Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
a. Penyajian Laporan Arus Kas
	Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. 
2) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. 
3) Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. 
4) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. PSAP No.04 – Catatan Atas Laporan Keuangan
	Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

5. PSAP No.05 – Akuntansi Persediaan
	PSAP No.05 diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan Standar ini tidak mengatur: 
a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan 
b. Instrumen keuangan.

6. PSAP No.06 – Akuntansi Investasi
	Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

7. PSAP No.07 – Akuntansi Aset Tetap
	Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

8. PSAP No.08 – Konstruksi Dalam Pengerjaan
	Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk: 
a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
b. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; 
c. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9. PSAP No.09 – Akuntansi Kewajiban
Pernyataan Standar ini mengatur: 
a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. 
b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. 
c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman. 
d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

10. PSAP No.10 – Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
	Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

11. PSAP No.11 – Laporan Keuangan Konsolidasian
	Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

12. PSAP No.12 – Laporan Operasional
	Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
a. Struktur dan Isi Laporan Operasional
Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: 
1) Pendapatan-LO 
2) Beban 
3) Surplus/Defisit dari operasi 
4) Kegiatan non operasional 
5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa 
6) Pos Luar Biasa 
7) Surplus/Defisit-LO


